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Mengingat

Menetapkan:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan
Persetqiuan Angkutan Udara antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (Air
Transport Agreement betu,een the Gouernment of the
Republic of Indonesia and tlw Gouemment of tle Czech
Repu.bliQ;

: l. Pasal 4ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 20OO Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO (AIR 

"Rlt/vSFORIAGREEMENT BETWEEN TIIE CAWRNMENT OF TIIE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CAWRNMENT OF
THE; CZECH REPUBLTq.

Pasal 1. . .
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Pasal 1

(l) Mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Repriblik Ceko (Air Transport Agreement between the
Gouemment of the Republic of Indonesia and tle
Gouemment of the Crech RepubliQ yang telah
ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2Ol7 di
Jakarta, Indonesia.

(2) Salinan naskah asli Persetqjuan Angkutan Udara
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Ceko (Air Ttansport Agreement betueen the
Gcuemment of tte Republic of Indonesia and the
Gouernment of tte Cz,ech Republic) dalam bahasa
Indonesia, bahasa Ceko, dan bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupalan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap

penempatannya
Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Apnl 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR IO7

Sahnan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

ttd
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trasi H
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